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Abstrak 
Undang-undangb Pemberantasan b Korupsi b secara b khusus telah mengatur b hukum b cara sendiri 
b terhadap penegaka n b hukum b pelaku b tindak pidana   korupsi. Secara luas pemberantas korupsi 
ini dibedakan penangananya dengan pidana khusus lainya. Jenis b penelitian ini merupakan b 
penelitian b dengan hukun b normatif, b yaitu b penelitian b yang dilakukan b dengan cara b mengkaji 
b bahan b hukum b yang b diperoleh b melalui b study kepustakaan b (library b research). Dalam b 
penelitian b normatif, hukum b yang b ditulis d ikaji b b dari b beberapa  spek  seperti teori  filosofi,  
perbandingan,  struktur tau  komposisi,  konsistensi,  penjelasan  umum dan penjelasan pada  tiap  
pasal,  formalitas,  dan  b kekuatan  bmengikat  suatu  undang-undang  serta Bahasa yang  digunakan 
dalah Bahasa hokum. Pada khirnya, fvonis fpidana fyang fdijatuhkan fhakim fpada fterpidana fkorupsi 
ftidak fkan ftepat fsasaran, fkarena efek fjera yang fhendak diberikan fguna fsi fterpidanaf korupsi 
fmelakukan fperbaikan diri ftidak ftercapai, fsebab terpidana ftersebut fdapat terus fmengalami 
fpengurangan fmasa ftahanan dan ftujuan pemidanaanpun ftidak tercapai. fHal inif juga berlaku fbagi 
para fcalon koruptor fyang dengan fmelihat bahwaf remisi kan fmenjadi latf untuk fkeluar dari 
flembaga fpemasyarakatan fdengan mudah fsehingga fnasir fhukuman,  fyang berguna funtukf 
menakut-nakuti fsesorang agar ftidak melakukanf tindak fpidana fmenjadi berkurang fdan pada 
fakhirnya fditakutkan fpeningkatan korupsi fmenjadi sulit fdibendung. fSelain itu, fsebenarnya fSistem 
Pemasyarakatan fIndonesia fmengandung farti fpembinaan fnarapidana yang fberintegritas fdengan 
masyarakat fdan menuju fkepada fintegritas fkehidupan fdan penghidupan. fPemasyarakatan sebagai 
fproses bergerak fdengan fmenstimulir ftimbulnya fdan berkembangnya fself-propelling fdjusment 
menuju fke rah fperkembangan fpribadi melalui fsosiasinya sendiri fmenyesuaikan dengan integritas 
fkehidupan dan fpenghidupan.  fPengurangan masa ftahanan yang kan fmengurangi efekf juga juga 
fmengurangi fesensi penting fdari sistem fpemasyarakatan fyaitu masa ftahanan dalah fmasa 
pembinaan, fmengingat karakterikstik ftindak pidana fkorupsi yang fluar biasa ini.  
Kata kunci: Vonis Pidana; Koruptor; System Pemasyarakatan Indonesia. 

 
Abstract 

The Corruptionf Eradicationf Law specificallyf regulatesf its ownf proceduralf law forf law enforcement 
fperpetrators of criminal cts of fcorruption. Broadly, the fhandling of fcorruption is distinguished from 
thef handling of other special crimes. This ftype fof fresearch is ffnormative legalf research, namely 
research conducted by reviewing legal materials obtained through library research. In normative 
research, the written law is studied from several spects such s philosophical theory, fcomparison, 
fstructure or composition, fconsistency, fgeneral explanationf nd explanation of each rticle, formality, 
nd binding power of  law nd the language used is legal language. In the end, the criminal verdicts 
handed down by judges on corruption convicts will not be right on target, because the deterrent effect 
fthat fwas intendedf to be given to the corruption convicts to carry out self-improvement has not been 
chieved, because the convict can continue to experience  reduction in his prison term nd the purpose 
of the sentence is not chieved. This lso pplies to prospective corruptors who see that remission will be  
tool to get out of prison easily so that the element of punishment, which is useful for scaring someone 
from committing  crime will be reduced nd in the end it is feared that the increase in corruption will be 
difficult to contain. . In ddition, the Indonesian Correctional System ctually means fostering prisoners 
who have integrity with the community nd lead to the integrity of life nd livelihood. Correctional s  
process of moving by stimulating the emergence nd development of self-propelling djustment towards 
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personal development through its own ssociations djusting to the integrity of life nd livelihood. 
Reducing the period of detention which will reduce the effect lso reduces the important essence of the 
penitentiary system, namely the period of detention is  period of development, given the characteristics 
of this extraordinary crime of corruption. 
Keywords: Criminal Convictions; Corruptors; Indonesian Correctional System. 
 

PENDAHULUAN 

Undang-undangf Pemberantasan Korupsi secara khususf telah fmengatur hukumf acara 

fsendiri fterhadap fpenegakan hukum pelaku ftindak pidana fkorupsif. Secaraf luas 

pemberantas korupsi ini dibedakan penangananya dengan ipidana khusus lainya. Dengan fini 

mengingatf bahwa fkorupsi fmerupakan extra fordinary fcrime fyang harusi fdi dahulukan 

dibandingkan dengan tindakf pidanaf lainya (Nurdjana, 2009: 21). Menurut Surveif 

Transparencyf Internationalf (TI) memberikan pernyataan bahwa Indonesiaf merupakanf 

isalah satuf negara paling fkorupf di duniaf. Korupsif sendiri sudah meluasf dan dilakukanf 

oleh semuaf elemen masyarakat, ftermasuk pejabat fpublik (Ulul Albab, 2009: 45). 

Pemerintahf Indonesiaf sendiri telah memerangif korupsif dengan cara menerapkanf Undang-

Undangf anti Korupsi, disamping adanya Undang-Undang anti Korupsi juga imembangun 

Komisif Pemberantasanf Tindaki Pidanaf Korupsi (KPK) untukf menegakkanf pelaksanaanf 

programf ipemberantasan korupsii. Efektivitasf pelaksanaani programf ini juga 

membutuhkanf kontribusif masyarakat dan idari fpartisipasi fmasyarakat. 

Korupsii sendiri fdisebut sebagaif tindakf pidanaf yangf telahf menimbulkanf kerusakanf 

dalamf berbagaif sendif di kehidupanf masyarakatf, bangsaf, dan negaraf. Mahmakah 

konsitusi (MK) dalam putusannya telah menyinggung korupsif sebagaif kejahatanf yangf luarf 

biasaf, sama dengan masyarakat internasional juga mengakui korupsi sebagai kejahatan yang 

luar biasa. Sekjen PBB Ketika mengadopsi hasil United Nations Covention Against Corruption 

(UNCAC) menyatakan bahwa korupsi memiliki beberapa efekf korosiff terhadap masyarakatf, 

merorong idemokrasi dan iperaturan hukumf, menyebabkanf pelanggaranf hakf fasasi 

manusiaf (HAM), mendistorsif ipasar, mengikisf kualitasf hidup, memungkinkanf kejahatanf 

terorganisasi, terorisme, dan ancamanf lain terhadapf keamananf manusia. Fenomenaf jahatf 

ini banyak dijumpai di fsemua negara besarf dan fkecil, fkaya dan fmiskin. Walaupun efek 

yang paling merusak ditemukan di negara berkembang. Korupsi sendiri merugikan orang 

miskin secara tidak proposional karena korupsi sendiri fmengalihkan fdana yang 
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fdimaksudkan untuk fpembangunan, merorong fkemampuan pemerintah funtuk 

menyediakan flayanan dasar, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakdilan, dan juga 

mengecilkan arti bantuan dan investasi luar negeri. Selanjutnya, korupsi disebut sebagai 

penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak 

heran jika kejahatan ini perlu untuk dicegah dan diberantas fsecara terus-menerusf dan 

berkeseimbangan. Diperlukan juga peningkatan fkapasitas fsumber daya, fbaik 

fkelembagaan, fsumber daya fmanusia, maupun sumber fdaya lain. fSerta pengembangan 

fkesadaran diri, fsikap, dan fperilaku fmasyarakat anti korupsi fsehingga terlembagaf dalamf 

sistemf hukum nasional (Simamora, 2004: 13). 

Kasus Korup mantanf Jaksaf Pinangkif Sirnaf Malasarif endingnya sulitf ditebak danf 

selalu menimbulkanf ketercengangan. fKasus ini fjuga fbergenre komedi fkarena 

menghadirkan kelucuan fdan keanehan fdari suatu fpenegakan hukum fyang mestinyaf 

serius. Pengadilan fNegeri Jakarta fpada tanggal 8 Februarif 2021 menvonis 10f Tahunf 

penjara fditambahf denda Rp. 600jt subsiderf enam bulanf kurungan, banding fdari pinangkif 

malah fditerima fpengadilan tinggi jakpus fdengan mendiskon fputusan hakim fPN jadi fhanya 

4 ftahun penjara fdan fdenda Rp. 600jt Subsider f6 bulan fkurang (Susetyo, 2022). iDrama 

fkasus Pinangkif flayakf disebutf fbergenref komedi fjuga karena fdalam kasus fyang lain 

fvonisnya jauh fberbeda. Pada fSeptember f2008, seorang fjaksa Kejaksaan fAgung, Urip fTrif 

Gunawan, fdivonis 20 ftahun penjara fdan fdenda Rp 500 fjuta oleh fmajelis hakim 

fPengadilan Tindak fPidana Korupsi fJakarta. Urip fdinyatakan terbukti fmenerima uang 

fterkait jabatannya fsebagai anggota tim fjaksa penyelidik fperkara Bantuan fLikuiditas Bankf 

Indonesia (BLBI). Bantuan fitu diberikan fpada Bank fDagang Nasional fIndonesia milik Sjamsul 

fNursalim. Drama fkasus Pinangki layak fdisebut bergenre komedi fjuga karena fdalam kasus 

fyang lain fvonisnya jauh fberbeda. Dia ftertangkap basah menerima fsuap 660f ribu dolar fAS 

atau fsekitar Rp 6 miliar fdari kerabat fSjamsul Nursalim, Artalyta fSuryani, fpada 2 fMaret 

f2008. fIa juga terbukti fmemeras dan fmenerima suap dari mantan fkepala Badan 

fPenyehatan fPerbankan Nasional (BPPN), fGlenn Yusuf, fmelalui pengacara fReno 

Iskandarsyah fsenilai Rp 1 fmiliar. Di ftingkat banding, fPengadilan fTinggi DKI Jakarta 

fmenguatkan vonis f20 tahun fpenjara terhadap fUrip pada 28 November f2008. Sfementara 
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itu, Mahkamah fAgung, pada f11 Maret 2009, fmenolak permohonan fkasasi Urip (Humas FH 

UI, 2021) 

Memvonisf rendah pelakuf tipikor, fapalagi jika fyang terpidana fpenegak hukum fadalah 

langkah fmundur pemberantasan fkorupsi. Sudah fcukup negeri fini terdera fdrama 

pelemahan fKPK melalui fperubahan UU fKPK No 19 fTahun 2019 fyang mengebiri fbanyak 

kewenangan fKPK. fSudah cukup f75 pegawai fKPK yang fidealis diberhentikan fdengan drama 

flain bernama fTes Wawasan fKebangsaan (TWK). fSudah wafat fpula Hakim fAgung 

legendaris fArtidjo Alkostar fpada 28 Februari 2021 fyang terkenal fganas mempidana ftinggi 

para fkoruptor. fMaka, jangan ftambah lagi fdengan palu fgodam vonis rendah fmantan jaksa 

fPinangki yang fbak angin fsegar bagi fkoruptor lainnya. 

Perkembanganf tindak pidana fkorupsi di fIndonesia sudah fbegitu meluas fdi dalam 

fkehidupan masyarakat. fPerluasan ini ftidak hanyaf dalam jumlah fkerugian keungan fnegara 

dan fkualitas tindak pidana fyang dilakukan, ftetapi korupsi fsemakin sistematis fdan meluas 

fsehingga menimbulkan fbencana terhadap fperekonomian nasional. fJika dilihat fdari sudut 

fpandang Hak fAsasi Manusia (HAM) ftindak pidana fkorupsi yang fmeluas dan fsistematis 

juga fmerupakan pelanggaran fterhadap hak-hak fsocial dan hak-hak fekonomi masyarakat. 

fDengan itu, tindak fpidana korupsi ftidak lagi fdapat di fgolongkan sebagai kejahatan fbiasa 

(ordinary crime) fmelainkan sudah mfenjadi suatu fkejahatan luar fbiasa (extra fordinary 

crime). 

fRemisif adalah fpenguranganf masa fhukumanf yang fdidasarkan ketentuan 

fperundang-undangan fyang berlaku fdi Indonesia. fMenurut Pasal f1 ayat (1) fKeputusan 

Presiden fRepublik Indonesia fNo. 174 fTahun 1999, fremisi adalah fpengurangan masa 

fpidana yang fdiberikan kepada fnarapidana dan fanak pidana fyang telah fberkelakuan baik 

fselama menjalani fpidana (Presiden RI, 1999). Menurut fPasal 1 ayat f (6) fPeraturan 

Pemerintah fNo. 32 fTahun 1999, fremisi adalah fpengurangan masa fpidana yang diberikan 

fkepada fnarapidana dan fanak pidana fyang telah fmemenuhi fsyarat-syarat yang 

fditentukan dalamf peraturan fperundang-undangan. 

Terbitnya fPeraturan Pemerintah fNo. 99 Tahun f2012 fmembuat fnarapidana yang 

fmelakukan tindak pidana fkhusus diperketat funtuk mendapatkanf remisi. Paraf narapidana 

merasakan fketidakadilan karena hanya ftindak pidana korupsi, fnarkoba, fdan terorisme 
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fyang dilakukan fpengetahuan dalam pfemberian remisi. fBagi narapidana, fpemberian remisi 

fadalah salah fsatu cara mudaf untuk mengurangi fmasa tahanan fmereka dilapas. fPP No. 99 

fTahun f2012f terdapat beberapa fketentuanf fpenting yaitu fpasal 34 yaitu fnarapidana 

berhak fatas remisi, fbiarpun mengenai fsyarat untuk mendapatkan fremisi, narapidana harus 

fmenjaga sikapnya fselama fberada didalam ftahanan selama f6 bulan pertama. fPasal 34A 

fberisikan mengenai fketentuanf khusus fpemberianf fremisi fkepada narapidana fyang 

melakukan ftindak pidana seperti fkorupsi, narkotika, fpsikotropika, fkejahatan HAM, fdan 

kejahatanf fkeamanan negara fyang mempunyai fpersyaratan berbeda fdengan tindakf 

pidana fyang lainya.  

Untuk fmendapatkan remisi fketentuan pasal f34A para fnarapidana yang fmelakukan 

tindak fpidana khusus dfiwajibkan untuk fmengambil peran faktif dan berkontribusi fdalam 

menemukan ftitik temu fdari kasus fyang mempunyai fkaitan dengan fnarapidana tersebut, 

fnarapidana juga fharus memberikan fuang ke fpengadilan untuk fmengganti rugi fdan 

membayar fuang denda fdari perbuatan fmereka melakukan penggelapan fkeuangan negara 

f (korupsi) sesuai fdengan jumlah yang fdi putuskan oleh fpengadilan, kemudian fsudah 

mengikuti fprogram bimbingan fyang dipersiapkanf dari masing-masingf lapas sesuai dengan 

fkebutuhan para fnarapidana danf narapidana jugaf wajib mengucapkanf sumpah ikrar 

fartinya mereka ftidak akan fmengulangi perbuatannya lagi yangf melanggar hukum fdan 

sumpahf kepada NKRI. 

Ketentuan fpada Pasal 34f dan 34Af dalam PP fNo. 99 Tahun f2012 bahwa ftidak semua 

fnarapidana yangf melakukan penggelapanf uang (korupsi) f mendapatkan remisi. f Syarat 

mendapatkanf remisi (Pemerintah Indonesia, 2012): 

a. Selamaf 6 bulanf terakhirf tidak sedangf menjalani hukumanf fdisiplin 

b. Sudah fmengikuti program fdengan predikat baik yang fdiselenggarakanf oleh 

fPihak Lapas 

c. Telah fmenjalani masaf tahanan dalam fkurun waktu 6 bulan 

d. Mengambilf peran aktif berkontribusif dalam menemukan titik ftemu dari kasusf 

yang berkaitan fdengan narapidanaf tersebut 
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e. Harus memberikanf sejumlah uangf kepada pengadilan funtuk menggantif rugi 

serta membayar fdenda dari fperbuatan yang ftelah dilakukanf yaitu penggelapan 

fkeuangan negaraf (korupsi) 

Ketentuanf padaf PPf No. 99f Tahunf 2012f dapat fdisimpulkan mengenaif 

pembatasan dan pengawasan saat fmelakukan pemberianf remisi dan pembebasanf 

bersyarat kepada fnarapidana yang melakukanf penggelapanf dana (korupsi), fmaka 

narapidanaf yang melakukanf penggelapanf uang negara (korupsi) yang fmelakukan 

Kerjasama fdengan penegak fhukum yang fkemungkinan besarf akan bisa mendapatkan 

fremisi. Sedangkan fpelaku tindakf pidana korupsif yang lainf tidak akanf diberikan remisi, fini 

cukupf melukai rasa fkeadilan masyarakat. fPP No. 99f Tahun 2012 fjuga dapatf fdisebutf 

sebagai trobosan fhukumf karenaf funtuk upayaff pemberantasanf tindak pidana fkorupsi 

yangf dilakukan KEMENKUMHAMf memiliki peran fdalam menegakkafn hukum berada di 

fbidang pemidaanf dan dilaksanakan foleh Sistem Pemasyarakatan. f Besar harapan dengan 

fadanya PP No. 99 Tahufn 2012 membuatf narapidanaf yang melakukanf korupsi, 

mengonsumsi/mendistribusikanf narkoba danf melawan perlawanan fkepada negaraf jera, 

serta dapat fmenekanf angka tindakf pidana korupsiff pada beberapfa tahunf terakhirf ini 

telahf meningkat drastisf fdan dikhawatirkanf akan memberikanff dampak yang fberbahaya. 

Mahkamah fAgung (MA) mencabut fdan membatalkan fPeraturan Pemerintah (PP) f 

Nomor 99 Tahun 2012 fTentang Perubahanf Kedua Atas fPeraturan Pemerintah fNomor 32 

Tahun 1999 fTentang Syaratf Dan Tata Caraf Pelaksanaan Hak fWarga Binaanf 

Pemasyarakatan, fsehingga peraturan fmengenai pemberianf remisi terhadap fNarapidanaf 

tertuang dalamf Pasal 10 ayat (1) fUndang-Undang Republik Indonesia fNomor 22 fTahun 

2022 Tfentang Pemasyarakatan. fMenjelaskan bahwa fselain hak yang tertuang fdalam Pasal 

9, fNarapidana yang ftelah memenuhif persyaratan tertentuf tanpa terkecuali juga berhakf 

atas: 

a. fremisi;  

b. fasimilasi;  

c. fcuti mengunjungif atau dikunjungi keluarga;  

d. fcuti bersyarat; 

e. fcutif menjelang bebas;  
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f. fpembebasan bersyaratf; dan  

g. fhak lain sesuaif dengan ketentuan fperaturanf perundang-undangan.  

Pemberianf remisi terhadapf Narapidana memilikif syarat dan fketentuan. Dalam 

frangka melakukan fpenyelenggaraan pengamananf di rutan dan flapas terteraf pada Pasal 

64. fPetugas lapas mempunyai fkewenangan penindakan fterhadap fNarapidana sesuai fPasal 

66 ayat (2).  fMenurut Pasal 67 ayat (1) fhuruf b merupakan fpenjelasan penjatuhan fsanksi 

terhadap fNarapidana yangf berbunyi “penundaanf atau pembatasan fhak sebagaimanaf 

dimaksud dalamf Pasal 7 huruff k dan fPasal 10 ayat (1)”. Remisi fmerupakan salahf satu 

sanksi fdari penundaanf dan pembatasan fpemberian remisi ftertuang dalamf penjelasan 

fPasal 67 fayat (1) fhuruf b, yang fberbunyi “Ketentuan fini dimaksudkanf untuk memberikanf 

penindakanf terhadapf pelanggaran oleh Tahanan fdi dalam Rutan fatau oleh Narapidanaf di 

Lapas sepertif penundaan hakf mendapatkanf kunjungan terhadap fTahanan dan pfenundaan 

atau pembatasan pemberianf Remisi terhadap fNarapidana.” 

Mengenaif remisi jika fdilihat dari fperspektif fsosilogis hukum fwalaupun pemberianf 

remisi dibenarkan fpertanyaanya adalahf apakah remisif wajib diberikan? Jawabanya tidak, 

fkarena tidafk ada kewajiban fbagi pemerintah untuk fmemberikan fremisi bagi koruptor. 

fKarena sebaliknya, f koruptor harusnyaf tidak perlu fmendapatkanf remisi, koruptor ftidak 

sama denganf para narapidanaf kejahatan criminalf biasa. Korupsi fadalah kejahatan cfriminal 

luas fbiasa (extraf ordinary crime) f(Ocemadril, 2011). f  

Pemberian fremisi selain fmelukai rasa fkeadilan masyarakatf juga rentan 

dipermainkanf oleh mafia fhukum. Pemberianf remisi memang hak fpemerintah tetapi 

fapakah ada jaminanf bahwa pemberian remisi tidak fakan disalahf gunakan? Siapaf yang bisa 

mengontrolf pemberian remisif itu? Banyak fpihak yangf mengkhawatirkanf diskresi 

pemerintahf yang tidak terkontrol fdalam pemberianf remisi ini rentan disalahgunakan. 

fAdanya remisi infi dijadikanf proyek olehf beberapa apparat fpemerintah dan fpara mafia 

hukum. f 

Gampangnya fkoruptor mendaptkanf remisi merupakan findikasi awal. Dugaan fini 

diperkuat dengan fmaraknya praktikf suap di dalam fpenjara. fModus mafiaf penjara yang 

fterungkap fselama ini bahwa fada praktif fsuap menyuapf antara fnarapidana dengan 

fpetugas penjara, fcontohnya kasus suap Gayus fTambunan ke fpetugasf rumah tahanan 
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fMako Brimob, fkasus sel mewahf Artalyta Suryanif dan joki fnarapidana fKasiyem di 

fBojonegoro. fSelain itu, fberbagai keanehan dfalam pemberian fremisi selamaf ini 

menunjukkanf bahwa ada yangf bermasalah dalam fkebijakan tersebut. 

Tujuannyaf adalah untuk menjaminf pengakuan serta fpenghormatan atasf hak dan 

kebebasan orang lain, dan funtuk memenuhi ftuntutan yang fadil sesuai dengan 

fpertimbangan moral, fnilai-nilai agama, f keamanan, fdan ketertiban fumum dalam 

fmasyarakat demokratis. fApabila negara fmelalui Menteri fHukum dan fHAM fmemperketat 

fsyarat pemberian fremisi dan fpembebasan fbersyaratf bagi koruptor, f tentu bukanf 

melanggar fhak asasi manusia. fHak-hak koruptorf secara yuridis fadalah hakf yang bisa 

fdibatasi, f bahkan jugaf tersurat dalamf undang-undangf pemasyarakatan fbahwa syarat dan 

ftata cara pemberian fremisi diaturf (bisa dibatasi) fdengan peraturanf pemerintah. fRealitas 

selamaf ini, fjustru koruptor fsering mendapat fperlakuan fistimewa dalamf pemberian remisi 

fdengan meringankan syaratnya. fRakyat yang fdirugikan dan fdisengsarakan oleh para 

fkoruptor berharap fagar koruptor dijatuhif hukuman berat. fMencederai rasa fkeadilan 

masyarakatf yang sering fdijadikan alasanf agar koruptorf tidak diberif toleransi, fmemang 

bisa fdiperdebatkan secaraf hukum karena fukurannya terlalu abstrak. fTetapi aspekf itulah 

yangf dapat diperjuangkanf sebagai keadilanf substansial yang fharus ditonjolkanf 

dibandingkan fkeadilan prosedural. fMoratorium fremisi bagi koruptor darif fsudutf pandang 

aliranf sosiologif hukumff menurut Max fWeber dapat fterbentuk dengan fdua cara yaituf 

(Whelan, 1987: 60): 

a. Munculff secara bertahap;  

b. Diciptakan secara fsengaja.  

Pada tahapf yang pertama (hukumf muncul secara fbertahap), orangf mulai membuatf 

cara pemakaian fbaru dari faturan-aturan fyang ada sfehingga menghasilkan fpergeseran 

bertahapf dalam arti aturan-aturanf tersebut. Padaf tahap yang fkedua (diciptakan secara 

fsengaja), pembentukanf hukum baru dilakukan fmelalui paksaanf dari atas dan fini 

merupakan fsuatu penyimpanganf dalam fpembentukan hukum baru. Secaraf umum teori-

teori fsosiologi hukum berkaitanf erat dengan (Soekandi, 2022: 67): 

a. pembuatanf hukum,  

b. faktor-faktorf yang fberpengaruh ffterhadap produk hukum,  
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c. pelanggaran fhukumf yang meliputi siapaf pelakunya, mengapa fsampai terjadi, 

serta bagaimana ffpelaksanaannya,  

d. reaksi terhadap pelanggaranf hukumf fmelalui proses peradilan fatau reaksi 

masyarakat 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ensiklopediaf Indonesiaf disebutf korupsi (dari bahasaf Latin : corruptio = fpenyuapan; 

corruptore = fmerusak) gejala fdi mana para fpejabat, badan-badanf negara 

fmenyalahgunakan wewenangf dengan fterjadinyaf penyuapan, pemalsuan fserta ketidakf 

beresan flainnya (Hartanti, 2007: 8). Secara fharfiah korupsiff merupakan sesuatu fyang 

busuk, jahat fdan merusak. Half ini disebabkan fkorupsi memang menyangkut fsegi moral, 

sifatf dan keadaan yang fbusuk, jabatan dalam finstansi atau faparatur pemerintah, 

fpenyelewengan kekuasaan fdalam jabatafn karena pemberian, ffaktor ekonomi fdan politik, 

serta fpenempatan keluargaf atau golongan ke fdalam kedinasan fdi bawah fkekuasaan 

fjabatannya. f Kartono (2003: 80) menjelaskan: 

“Korupsi fadalah tingkahf laku individu fyang menggunakanf wewenang dan fjabatan 

guna fmengeruk keuntungan fpribadi, merugikanf kepentingan umum fdan negara. 

Jadi korupsi demif keuntungan pribadi, fsalah urus dari kekuasaan, fdemi keuntungan 

pribadi, salah furus terhadap fsumber-sumber fkekayaan negara fdengan 

fmenggunakan wewenangf dan kekuatan-kekuatan fformal (misalnya dengan falasan 

hukum dan kekuatan senjata) funtuk memperkaya fdiri sendiri.” 

Korupsi fmerupakan perbuatan fpidana, fIstilah ftindak fpidanaf dipakai fsebagai 

terjemah dari istilah fstrafbaar feit atau delict. fStrafbaarf feit terdiri dari tigaf kata, yaknif 

straf, baar, f dan feit, secara fliterlijk, kata f “straf” artinya ffpidana, “baar” fartinya dapat 

fatau boleh dan f “feit” adalah fperbuatan. Dalam fkaitannya dengan fistilah strafbaarf feit 

secara utuh, fternyata straf diterjemahkanf juga dengan kataf fhukum. Dan fsudah lazimf 

fhukum itu adalahf terjemahanf dari kata recht, seolah-olahf arti straf sama fdengan recht. 

fUntuk kata f “baar”, ada fdua istilahf yang digunakanf yakni boleh dan fdapat. fSedangkan 

kataf “feit” digunakanf empat fistilah fyakni, tindak, fperistiwa, fpelanggaran, dan 

ffperbuatan (Chazawi, 2014: 69). fJadif, istilah fstrafbaarf feitf adalahf peristiwa yang fdapat 
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dipidana fatau perbuatan fyang dapat fdipidana. Sedangkan fmenurutf beberapa ahli hukumf 

ftindakf pidana f (strafbaar feit) fadalah: 

a. Menurut ffPompe, “strafbaar feit” f secara teoritis fdapat merumuskan fsebagai 

suatu pelanggaran fnormaf (gangguan fterhadap tertibf hukum) yang denganf 

sengaja ataupun fdengan tidak disengajaf telah dilakukan foleh seorangf pelaku, 

di fmana penjatuhanf terhadap pelakuff tersebut fadalah perlu demi 

fterpeliharanyfa tertib fhukum dan fterjaminnya kepentinganf fhukum (Effendi, 

2014: 97). 

b. Menurutf ffVan fHamel bahwaf strafbaar feitf itu adalah fkekuatan orang fyang 

dirumuskan fdalam undang-undangf, fbersifatf melawanf hukumf, patut 

fdipidana dan dilakukanf dengan fkesalahanf (Effendi, 2014: 97). 

c. Menurut fMoeljatno tindak fpidana adalah fsuatu perbuatan fyang dilarangf dan 

diancam dengan fpidana barangf siapa yang fmelanggar fhukum (Sianturi, 1998: 

208). 

d. Menurutff Vosf adalah fsalah satu fdiantara fpara ahli fyang merumuskanf tindak 

pidana fsecara singkat, fyaitu suatu fkelakuanf manusiaf fyang oleh peraturan 

perundang-undangan fpidanaf diberi fpidana (Hamzah, 2008: 97). 

Undang-Undangf No. 31 Tahun f1999 tentang fTindak Pidana fKorupsi, yangf berlaku 

terhitung mulaif tanggal 16 fAgustus 1999f yang kemudianf diubah dengan fUndang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 ftentang Perubahanf Atas Undang-Undang fNo. 31 Tahunf 1999 tentang 

Pemberantasan fTindak Pidanaf Korupsi. fTujuan denganf diundangkannyaf Undang-Undang 

Korupsif ini fsebagaimana fdijelaskan dalam fkonsiderans menimbangf diharapkan dapat 

memenuhi fdan mengantisipasi fperkembangan danf kebutuhan hukum fbagi masyarakatf 

dalam rangka fmencegah danf memberantas secaraf lebih efektiff setiap tindak fpidana 

korupsi yang sangaft merugikanf keuangan, fperekonomian negara padaf khususnya serta 

fmasyarakatf pada umumnya. f 

Adapunf fjenisf dan tipologiff korupsi fmenurut fbentuk-bentukf tindak pidana fkorupsi 

yangf dimuat dalam fpasal-pasalf fUndang-Undangf fNomor 31 fTahun 1999f yang diubahf 

dengan ffUndang-Undang Nomorf 20 Tahun f2001 sebagai fberikut (Chazawi, 2003: 33): 
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a. Tindakf fpidanaf fkorupsi fdengan Memperkaya fDiri Sendiri, fOrang Lainf, atauf 

fSuatu Korporasif (Pasalf 2). 

b. Tindakf pidanaf korupsiff denganf fMenyalahgunakan fKewenangan, 

fKesempatan, fSarana Jabatanf, atauf fKedudukan (Pasalf 3). 

c. Tindak fpidanaf korupsif fSuap denganf Memberikan atau fMenjanjikan fSesuatu 

(Pasalf 5). 

d. Tindak pidanaff korupsif Suap pada Hakimf dan Advokat (Pasalf 6). 

e. Korupsiff dalam hal Membuatf Bangunan dan fMenjual Bahan fBangunan dan 

fKorupsi dalam Hal fMenyerahkan Alat fKeperluan TNI dan KNRI (Pasal 7). 

f. Korupsif fPegawai Negeri fMenggelapkan Uangf dan Surat Berharga (Pasal 8). 

g. Tindak pidanaff korupsif Pegawai fNegeri Memalsu fBuku-Buku dan fDaftar-

Daftar (Pasal 9). 

h. Tindakf pidanaf korupsi Pegawai fNegeri Merusakkan fBarang, Akta, fSurat, 

atau Daftar (Pasal 10). 

i. Korupsif Pegawai Negeri fMenerima Hadiah atauf Janji yangf Berhubungan 

dengan Kewenangan fJabatan (Pasal 11). 

j. Korupsi fPegawai Negerif atau Penyelenggaraf Negara atau Hakim fdan Advokat 

fMenerima Hadiah fatau Janji; Pegawaif Negeri Memaksaf Membayar, Memotong 

fPembayaran, Meminta fPekerjaan, Menggunakanf Tanah Negara, dan fTurut 

Serta dalam fPemborongan (Pasal 12). 

k. Tindakf pidana korupsif Suap Pegawai Negerif Menerima Gratifikasi (Pasal 12B). 

l. Korupsi Suapf pada Pegawai Negeri fdengan Mengingatf Kekuasaan Jabatan 

(Pasal 13). 

m. Tindak Pidana yang fBerhubungan dengan Hukum fAcara Pemberantasanf 

Korupsi. 

n. Tindak Pidanaf Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, danf 430 KUHP 

(Pasal 23). 

Sehinggaff berdasarkanf hal tersebut fdi fatas, bahwaf tindak fpidana fkorupsi tidak 

fhanya terbatas pada fperbuatanf yang selamaf ini dipahami foleh fmasyarakat padaf 

umumnya fyaitu fkorupsi yang fdiatur di dalam dfPasal 2 dan fPasal 3 Undang-Undangf 
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fNomor 39 fTahun 1999 fsebagaimanaf telah diubah dengan fUndang-Undangf fNomor 20 

fTahun 2001 ftentang ffPemberantasan Tindakf fPidanaf Korupsi, yaitu fmemperkayaf atau 

fmenguntungkan fdiri sendiri atauf orang lain atauf suatu korporasi fyang dapat merugikan 

fkeuangan negaraff atau perekonomianf fnegara. Adapun fberdasarkan uraian fyang telah 

dipaparkanf sebelumnya maka fyang termasuk fsebagai tindakff pidana fkorupsi, yaitu: 

a. Merugikanff keuanganf negara. 

b. Perbuatanff Memperkayaf atau Menguntungkan Diri Sendiri atau 

c. Orangf Lain atau Suatu fKorporasi. 

d. fPenyuapan. 

e. fPenyalahgunaanf Jabatan. 

f. fPemerasan. 

g. fKecurangan. 

h. fBenturanf Kepentingan. 

i. fGratifikasi. 

j. fPercobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak 

k. fpidana korupsi. 

l. fTindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. 

 

fPemberantasan tindakf pidana korupsi fsangat erat kaitannyaf dengan penegakan 

fhukum yang fdilakukan oleh aparat fpenegak hukum. Upayaf penegakan hukumf pidana 

dalam pemahamanf sistem hukum (Legal System) fsebagaimana dikemukakan foleh 

Lawrence M. Friedmanf meliputi beroperasinyaf komponen-komponen f “peraturan 

fperundang-undangan/ substansif (legal substance), faparat penegak fhukum/strukturf (legal 

actors) dan fbudaya hukum/kultur f (legal culture)” (Rifai, 2014: 13). 

fPenegakan hukum terhadap ftindak pidanaf korupsi fdibutuhkanf juga peran fserta 

masyarakat fselain peran fdari aparat fpenegakf hukum, ini fmenunjukanf dalam upayaf 

penegakan hukum fdibutuh peran fserta semuaf pihak agar fpenegakanf hukum fberjalan 

denganf efektif. Hukumf yang tumbuh fdan berkembangf dalam suatu fwilayah tertentu 

fmerupakan hasilf dari proses finteraksi masyarakat. fHukum ini fdimaksudkan funtuk 
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mengatur fkehidupan fmasyarakat agar ftercapainya kedamaian fdan ketenteraman (Utari, 

2012: 62). 

Hal tersebutf ferat kaitannya denganf penegakan keadilan foleh aparat penegak 

fhukum. Menegakkan fkeadilan melaluif supremasi hukumf menurut Voltaire, fapabila kita 

fmencintai hukum, f kita wajib fmemikul fseluruh beban yangf ditimpahkan. Yang dimaksudf 

dengan “beban yang fditimpahkan oleh fhukum adalahf kewajiban bagi fpemerintah dan 

frakyat untuk fbersama-samaf menaati hukum”. Sepertif juga yang fdikatakan oleh fBagir 

Manan, fsendi utamaf Negara berdasarkan fatas hukumf adalah bahwaf hukum merupakanf 

sumber tertinggi fdalam mengatur dan menentukanf hubungan hukumf antara Negaraf dan 

masyarakat fmaupun antaraf anggota atau kelompok fmasyarakat yang satuf dengan yang 

lainf (Nitibaskara, 2007: 26). Dalam frangka menegakkan fkeadilan melalui fsupremasi 

hukum, fsemua pihak yangf terkait dalamf penegakan hukum harus fmematuhi peraturan 

fyang telah berlakuf di negara indonesiaf agar terciptanya keadilanf untuk semua fpihak 

sehingga ftidak terciptanyaf ketidak harominisan fdalam penegakan hukum. Upaya 

ffpenegakan hukum preventif fdan represif yang fdilakukan berupaf (Arief, 2005: 22): 

a. Nonf ffPenal 

Upayaf non-penal fmerupakan suatu fpencegahan kejahatan, fdimana 

dilakukan fsebelum kejahatanf itu terjadi, sehinggaf fupaya ini lebih dikenal 

dengan upaya yang fsifatnya preventiff atau fpencegahan. Half ini 

seharusnyaf harus lebih fdiutamakan daripadaf upaya yang sifatnya 

frepresif. Diadakan untuk fmencegah agar tidakf dilakukan fpelanggaran 

ffhukum olehf masyarakat dan tugas ini fpada umumnya diberikanf pada 

badan ffeksekutif dan fkepolisian. 

b. fPenalf 

Dilakukan fapabila usaha ffpreventif telah dilakukanf tetapi masihf 

juga terdapat fpelanggaran fhukum. fDalam hal ini, fupaya yang fdilakukan 

adalah secaraf represif oleh faparat penegakf fhukum yang fdiberi tugas 

fyustisionil. Penegakan ffhukumf represif pada ftingkat foperasional 

fdidukung dan fmelalui berbagai flembaga yang fsecara organisatorisf 
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fterpisah satu fdengan yang lainnya, f namun tetap fberada dalam fkerangka 

penegakan fhukum 

Penegakan fhukumf fdalam Tindakf pidana korupsi fyang dilakukan fsecara non penal 

merupakanf upaya penegakan fhukum secaraf preventif yaituf dapat berupa fpembuatan 

peraturan tindakf pidana korupsi fyang mencantumkan fketegasan suatu fsanksi terhadapf 

pelaku ftindak pidanfaf korupsi. Sedangkanf upaya Penal fmerupakan upaya frepresif oleh 

faparat penegakan hukumf melalui Lembagaf penegakan fhukumf yangf hasilnya berupaf 

sanksi terhadapf tindak pidanaff korupsi.  

Macam-macamf fsanksi dalamf hukum fpidanaf itu dapat fdilihat didalamf pasal 10 

fKitab Undang-Undangff Hukum ffPidana. Pasalf 10 iKUHPf menentukan, fbahwa pidana 

fterdiri dari: 

1. Pidanaf fPokok yangf terdiri dari: 

a. Pidanaff Matif  

fHukum pidanaf tidak fpernah melarangf orang mati, akanf tetapi akan 

fmelarang orangf yang fmenimbulkan fkematian, karena fperbuatannya. 

Keberadaan ffpidana mati f (death penalty) f dalam hukum fpidana (KUHP), 

fmerupakan fsanksif yang paling ftertinggi apabilaf dibandingkanf dengan 

fsanksi pidana flainnya. Dilihatf dari rumusan-rumusanf perbuatanf di dalamf 

KUHP, memperlihatkanf bahwa fancamanf pidanaf matif ditujukan atau 

fdimaksudkan hanyaf terhadapf fperbuatan-perbuatan fyang sangat fserius 

dan ffberat (Ariman, 2015: 294). 

b. Pidanaf Penjara (Gevangemisstraf/Improsonment) f 

Pidanaf penjara merupakanf pidana pokok fyang berwujud 

fpengurungan atau perampasam fkemerdekaanf seseorang. Namun 

fdemikian, tujuan fpidana penjara fitu tidak fhanyaf memberikanf pembalasan 

fterhadap fperbuatan fyang dilakukanf dengan fmemberikan fpenderitaan 

fkepada fterpidana karenaf telah dirampasf atau fdihilangkan fkemerdekaan 

fbergeraknya, fdisamping itu fjuga mempunyaif tujuan lain fyaitu fungtuk 

membina fdan membimbing fterpidana agar dapatf kembalif menjadi anggotaf 
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masyarakat yangf baik dan berguna fbagi masyarakat, fbangsa dan fNegara 

(Zuleha, 2017: 95). 

c. Pidana fKurungan (Hechtenis) f 

Pidanaf kurungan adalah fbentuk-bentuk dari fhukuman perampasan 

kemerdekaanf bagi si fterhukum fyaitu pemisahanf si terhukum fdari 

pergaulan hidup fmasyarakat ramaif dalam waktu ftertentu dimana fsfatnya 

samaf dengan hukuman fpenjara yaitu fperampasan kemerdekaan forang 

(Suparni, 2007: 23). 

d. Pidanaff Dendaff 

fPidanad dendaf fadalahf jenis pidana fyang dikenalf secara luasf di 

dunia, fdan bahkan di fIndonesia. fPidanaf ini fdiketahui sejak fzaman 

fMajapahit fdikenal sebagaif pidana ganti fkerugian. fMenurut Andi fHamzah, 

fpidanaf dendamerupakanf bentuk fpidanaf tertua, lebih tuaf daripada pidana 

ffpenjara, mungkinf setuaf pidanaf mati (Hamzah, 2008: 189). 

e. Pidanaff Tutupanff 

fDasar hukumff diformulasikannyaf pidanaff ftutupan fini fdalam KUHP 

terdapatf di dalam ffUndang-Undangf RI 1946f No.20, fberita Republik 

fIndonesia Tahun II fNo.24. Dalamf ketentuanf Pasal 2 fayat (1) fdinyatakanf 

bahwa: f “Dalam fmengadilif orang yang fmelakukan fkejahatanf yang diancam 

ffpidana penjara, karenaf terdorong oleh fmaksud yangf patut dihormati, 

fHakimf boleh fmenjatuhkan ffpidana tutupan. fPidana ini ftidak boleh 

fdijatuhkan fbila perbuatan itu atauf akibatnya fsedemikian rupa, fsehingga 

Hakim fmenimbang pidanaf penjara flebih pada ftempatnya. fTempat dan 

fcara menjalankan fpidana ini diatur tersendirfi dalam PP 1948 fNo.8. Dalam 

ffperaturan ini ffnarapidana fdiperlukan jauh lebih fbaik dari pada fpidana 

ffpenjara, fantara lain: uang fpokok, pakaian sendiri, fdan sebagainya (Ariman, 

2015: 302). 

2. Pidanaff Tambahanf  

Pidanaff tambahanf biasanya tidakf dapat fdijatuhkan fsecara tersendiri, 

melainkanf ia selalu harusf dijatuhkan fbersama-sama fdengan sesuatu fftindak 
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pidana pokok. Jenis-jenisf pidana ftambahanff yang dikenalf di dalam Pasalf 10 

Kitab Undang-Undangf Hukumf fPidana ituf adalah (Asmarawati, 2015: 125): 

a. Pencabutan fhak-hak tertentu 

b. Pidanaf perampasan barang-barangf tertentu  

c. Pengumumanf putusan hakim 

fDisamping itu, untukf menjamin pengembalianf uang negaraf dari tindak fpidana 

korupsi Undang-undang fPemberantasan fTipikor juga fmengatur fmengenai sanksif pidana 

tambahan berupa pidana fpembayaran fuang pengganti. fKetentuan fmengenai fsanksi 

pidana ftambahan dimaksud ftermaktub dalam fPasal 18 fUndang-undangf Pemberantasan 

Tipikor.  

Tindak pidanaf korupsif merupakan salah satu fbagian dari fhukum pidanaf khusus di 

samping fmempunyai spesifikasif tertentu yangf berbeda fdengan hukum fpidana umum, 

fseperti adanyaf penyimpangan hukumf acara serta fapabilaf ditinjau dari fmateri yang 

fdiatur. Karena fitu, tindakf pidana fkorupsif secara langsung fmaupun tidakf langsung 

dimaksudkanf menekan seminimal fmungkin terjadinyaf kebocoran dan fpenyimpangan 

fterhadap keuanganf dan perekonomian fnegara. Denganf diantisipasi fsedini dan 

semaksimalf mungkinf penyimpangan tersebut, f diharapkan rodaf perekonomian danf 

pembangunanf dapat dilaksanakanf sebagaimana semestinya fsehingga lambat flaun akan 

membawa fdampak adanyaf peningkatan fpembangunan dan kesejahteraanf masyarakan 

pada fumumnya (Mulyadi, 2007: 2). 

Apabilaf seseorang yang ftelah dijatuhif sanksi pidanaf disebut denganf fnarapidana. 

fSecara bahasaf dalam iKamus fBesar Bahasa fIndonesia (KBBI) farti darif narapidanaff adalah 

orang fyang sedangf menjalani hukumanf karenaf telah melakukanf suatu tindak fpidana, 

fsedangkanf menurut kamus induk fistilah ilmiahf fmenyatakanf bahwa narapidanaff adalah 

orangf hukumanf atau forang buian (Dahlan, 2003: 53). fDalam Kitab fUndang-Undangf 

Hukum Acaraf Pidana (KUHAP) tercantum fpada Pasal 1 fangka 32, fterpidanaf fadalah 

seseorangf yang dipidana fberdasarkan putusan fpengadilanc yang ftelah fmemperoleh 

kekuatanf fhukum tetap.  

Pasal 1 fbutir 6 Undang-Undang fRepublik Indonesiaf Nomor 22 fTahun 2022 fTentang 

Pemasyarakatanf menjelasaknf mengenai fpengertianf Narapidana adalahf terpidana yang 
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fsedang menjalanif pidana penjaraff untuk waktuf tertentu fdan seumur fhidup atauf 

terpidanaf mati fyang sedang fmenunggu pelaksanaan ffputusan, fyang sedangf menjalani 

pembinaan fdi lembaga fpemasyarakatan. 

Setiapf narapidana mempunyaif hak dan kewajiban fyang tertuang fdalam fPasal 9, 

Pasal 10 dan Pasalf 11 Undang-Undangf fRepublik Indonesia fNomor 22 fTahun i2022 

fTentang Pemasyarakatanf. f Berikut bunyi fhak dan kewajibanf narapidana: 

Pasali 9f 

fNarapidana berhak:  

a. menjalankanf ibadah sesuai denganf agama atau fkepercayaannya;  

b. mendapatkan fperawatan, baikf jasmani fmaupun rohani;  

c. mendapatkanf pendidikan, pengajaran, f dan kegiatan rekreasional serta 

kesempatanf mengembangkanf potensi;  

d. mendapatkan fpelayanan kesehatanf dan makanan yang lfayak sesuai 

dengan kebutuhanf gizi;  

e. fmendapatkan layananf informasi;  

f. mendapatkanf penyuluhan hukumf dan bantuan hukum;  

g. menyampaikan fpengaduan dan/atau fkeluhan;  

h. mendapatkanf bahan bacaan danf mengikuti siaran fmedia massa yang ftidak 

dilarang;  

i. mendapatkanf perlakuan secara fmanusiawi dan fdilindungi dari tindakan 

penyiksaan, feksploitasi, fpembiaran, kekerasan, fdan segalaf tindakan yang 

membahayakan ffisik danf mental;  

j. mendapatkanf jaminanf keselamatan kerja, fupah, atau fpremi hasil bekerja;  

k. mendapatkan fpelayanan sosial; dan  

l. menerima fatau menolak kunjungan fdari keluarga, fadvokat, pendamping, 

fdan masyarakat.  

fPasal 10 

(1) Selain fhak fsebagaimana fdimaksud dalam fPasal 9, Narapidana fyang telah 

memenuhi fpersyaratanf tertentu tanpa fterkecuali jugaf berhak atas:  

a. fremisi;  
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b. fasimilasi;  

c. fcuti mengunjungif atau dikunjungif keluarga;  

d. fcuti fbersyarat;  

e. fcuti menjelangf bebas;  

f. fpembebasanf bersyarat; dan  

g. fhak lain sesuai dengan ketentuanf peraturan perundang-undangan.  

(2) Persyaratan ftertentu sebagaimana fdimaksud pada afyat (1) meliputi:  

a. berkelakuanf baik;  

b. aktiff mengikuti programf Pembinaan; dan  

c. ftelah menunjukkan fpenurllnan tingkatf risiko.  

(3) Selainf memenuhi persyaratanf tertentu sebagaimanaf dimaksud pada fayat (2), 

bagi Narapidana fyang akanf diberikan cuti fmenjelang bebasf atau pembebasan 

fbersyarat sebagaimana fdimaksud pada fayat (1) huruff e dan huruff f juga harus 

ftelah menjalani masa pidanaf paling fsingkat 213 f (dua pertiga) fdengan 

ketentuan f213 (dua pertiga) masaf pidana tersebutf palingf sedikit 9 (sembilan) f 

bulan.  

(4) Pemberianf hak sebagaimanaf dimaksud pada fayat (1) tidak fberlaku bagif 

Narapidana yangf dijatuhi pidanaf penjara fseumur hidup fdanf terpidana mati.  

fPasal 11 

(1) Narapidanaf wajib:  

a. fmenaati peraturanf tata tertib;  

b. fmengikuti secaraf tertib program fPembinaan;  

c. fmemeliharaf perikehidupan yangf bersih, aman, tertib, f dan damai; dan  

d. fmenghormati hakf asasi setiap forang di lingkungannya.  

(2) Selainf kewajibanf sebagaimana fdimaksudf pada ayat (1), fNarapidana jfuga wajib 

bekerjaf dengan mempertimbangkanf kondisi kesehatan fdan memiliki nilaif guna.  

Salah satuf hak seorang narapidanfa tertuang dalam  fPasal 10 ayat (1) fhuruf a 

dalam Undang-Undang fRepublik Indonesiaf Nomor 22 Tahun f2022 Tentang 

fPemasyarakatan, yaitu “remisi” . f Penjelasan fUndang-Undanfg Republik Indonesia 

fNomor 22 Tahun 2022 Tentang fPemasyarakatan fmenjelaskanf mengenai remisi.  
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“Yangf dimaksud dengan f"remisi" adalahf penguranganf masa menjalani fpidana 

yangf diberikan kepada fNarapidana yang fmemenuhi syarat sesuaif denganf ketentuan 

peraturan fperundang- undangan.” 

fRemisif adalah fpengurangan masa ffhukuman yang fdidasarkanf ketentuan 

fperundang-undangan fyang berlakuf di Indonesia. fMenurut Pasal 1 fayat (1) 

Keputusan ffPresiden Republik Indonesia fNo. 174 Tahun 1999, f remisif adalah 

fpengurangan masaf pidanaf yangf diberikan kepada narapidanaff dan anakf pidana 

yang ftelah fberkelakuan baikf selama menjalani ffpidana (Presiden RI, 1999). fMenurut 

Pasalf 1 ayat (6) fPeraturan Pemerintah fNo. 32 Tahunf 1999, fremisif adalah 

penguranganf masa pidanaf yang diberikanf kepada narapidanaff dan anak fpidana 

yang ftelah memenuhif syarat-syarat fyang ditentukan fdalam peraturanf perundangf-

undangan. 

fTerbitnya Peraturan fPemerintahf No. 99 Tahun f2012 membuatf fnarapidanaf 

yang melakukan ftindak pidana fkhusus mempunyai fkemungkinan kecilf untuk 

mendapatkan ffremisi. Para fnarapidana merasakan fketidakadilan fkarena hanya 

ftindak pidanaf korupsi, fnarkoba, dan terorisme yangf dilakukan pengetahuan fdalam 

pemberian ffremisi. fBagi narapidana, fpemberian remisi adalahf salah satuf cara muda 

funtuk mengurangif masa tahanan fmereka fdilapas. fPP No. 99 Tahun f2012f  yang 

selanjutnyaf disebut f (PP) No 99f tahun f2012 fterdapat beberapa fketentuan pentingf 

yaitu fpasal f34 yaitu fnarapidanaf berhak atas fremisi, biarpun fmengenai syarat funtuk 

mendapatkanf fremisi, narapidana fharus menjaga fsikapnya fselama beradaf didalam 

tahanan selama 6 fbulan pertama. fPasal 34A berisikanf mengenai ketentuanf ffkhusus 

fpemberianf remisif kepada narapidanaff yang melakukanf tindak fpidanaf seperti 

fkorupsi, f narkotika, fpsikotropika, kejahatan HAM, fdan kejahatan keamananf negara 

yangf mempunyai fpersyaratan berbeda fdengan tindak fpidanaf yangf lainya.  

Untuk fmendapatkan remisiff ketentuan pasal 34A fpara narapidana fyang 

fmelakukanf tindak pidanaf khusus diwajibkanf untuk mengambilf peran aktif fdan 

berkontribusif dalam menemukan titikf temu dari kasusf yang mempunyai fkaitan 

denganf narapidanaf tersebut, fnarapidana juga fharus memberikan fuang ke 

pengadilanff untuk menggantif rugi dan membayar fuang dendaf dari perbuatan 
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fmereka melakukanf penggelapan keuangan negara f (korupsi) sesuaif dengan jumlah 

yang dif putuskan oleh fpengadilan, kemudianf sudah mengikutif program bimbinganf 

yang dipersiapkanf dari masing-masing flapas sesuaif dengan kebutuhan fpara 

narapidanaf fdan narapidanaff juga wajib mengucapkanf sumpah ikrar fartinya merekaf 

tidak akanf mengulangi perbuatannyaf lagi yang melanggar ffhukum danf sumpah 

kepada NKRI. 

Pemberianf remisi terhadap fNarapidana memiliki fsyarat dan ketentuan. 

fDalam rangka melakukan fpenyelenggaraan pengamananf di rutan dan flapas tertera 

fpada fPasal 64. fPetugas lapas mempunyaif kewenangan fpenindakanf terhadap 

Narapidana fsesuai Pasal 66 ayat (2).  Menurutf Pasal 67 ayat (1) huruf fb merupakanf 

penjelasanf penjatuhan fsanksi fterhadap Narapidanaf yang berbunyi f “penundaanf 

atauf pembatasan hakf sebagaimana ffdimaksud dalam Pasal 7 huruff k dan fPasal 10 

ayat (1)”. fRemisi merupakan fsalah satuf sanksi dari fpenundaan dan pembatasanf 

pemberian remisif tertuang dalamf penjelasan fPasal 67 ayat (1) f huruf b, yang 

berbunyif “Ketentuanf inif dimaksudkanf untuk memberikanf penindakanf terhadap 

pelanggaranf oleh Tahanan fdi dalam fRutan atauf oleh Narapidana fdi Lapas seperti 

fpenundaan hak mendapatkan fkunjungan terhadap fTahanan dan penundaan fatau 

pembatasanff pemberian Remisi terhadap fiNarapidana.” 

fPelemahanf pemberantasanf ffkorupsi semakinf jelas ketikaf Mahkamahf 

Agung (MA) mencabutf Peraturanf Pemerintah i(PP) fNo 99 tahunf f2012 tentangf 

Syarat Danf Tata Cara Pelaksanaanf Hak Warga fBinaanf yangf mengatur fpengetatan 

fpemberianf remisif bagi fwarga binaanf khususnya pelaku ftindak ipidana fkorupsi, 

fterorisme, narkobaf fdan kejahatanf transnasional lainnya. fPada konteks fkorupsi 

urgensif keberadaan PPf pengetatanf remisif dilatarbelakangi berbagaif faktor, fsalah 

satunya, flemahnya sistemf hukum Indonesia fyang belum mengaturf perampasan 

assetf hasil korupsi. fAkibatnya munculf efek berantai, f dimana koruptor yang masih 

fmemiliki hartaf berlimpah kemudianf menghadirkan mafia fihukum sehinggfa bisa 

mendapatkan ifputusan ringan, fmenghuni self mewah, termasuk fmendapatkanf 

diskon dalam berbagai fjenis remisif seperti fhari kemerdekaan, fhari raya maupun 

fremisif fkemanusiaan. 
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Tentuf saja pembatalan fPP pengetatanf remisif telahf mencederai frasa fkeadilan 

masyarakat, f apalagi konsekuensiatasf pembatalan tersebut fmenyebabkanf 

pengaturan remisif ftidak lagi mengenalf pengelompokanf narapidanaf tindak fpidanaf. 

Korupsif ftidak lagi dianggap fsebagai kejahatanf luarf biasaf (extraordinaryff crime) 

danf pengajuan remisinyfaf tidak lagi wajifb menjadi  fmembayar uangf pengganti 

ifkorupsi. f 

Setidaknya fada tiga alasanf utama yang fmendasari MA fmencabut PPf 

pengetatan fremisi, pertama fpemberian efek fjera harusf sejalan dengan fprinsip rasa 

fkeadilanf yang pekaf pada korban f (restorativeff justice). Kedua, f iremisif tidak bolehf 

membedakan perlakuanf terhadapf fnarapidana f (diskriminatif) fdan Ketiga, 

fpertimbangan fadanya kelebihan dayaf tampung lembaga fpemasyarakatanf 

(overcrowded) f (“Pembatalan PP Pengetatan fRemisi: Berkah fBagi fKoruptor,” 2021). 

Secaraf historisff konsepf restorativef justice lahirf karenaf mekanismef hukumf 

tidak berpihakf pada korbanf sehingga dibutuhkan fpendekatanf hukumf yang flebih 

iadil. fArtinya jika argumentasif MA yangf menyatakan fpengetatan fremisif tidak 

sejalan fdengan keadilan bagi korban fsesuai prinsipf restorative fjustice sungguhf tidak 

tepat. fTerpidanaf sebagaimanaf dimaksudf f(PP) No i99f tahun f2012 f seperti 

koruptorff bukanlah korban, justruf masyarakatf yangf sulit fmendapatkanf layanan 

publikf yang berkualitasf atau masyarakatff yang jatah fbansosnya dikorupsif yang 

merupakanf fkorban sesungguhnya. f 

Kemudian fsoal alasan fdiskriminasi yangf menjadi dasar fpembatalanf ternyata 

fMA terlihatf inkonsisten terutamaf jika dibandingkanf dengan putusan fMA No 51f 

tahun 2013 yang fjustru menjelaskanf keberadaan fPP No 99f tahun 2012 funtuk 

memperketat fsyarat pemberian fremisi merupakanf cerminan fnilai keadilan. fPutusan 

Mahkamah fAgung No 51 tahunf 2013 bahkanf menegaskanf bahwa perbedaanf 

perlakuanf merupakan konsekuensif, keamanan, gfenerasi fmuda dan fmasa depan 

fbangsa dari fkejahatan yang dilakukanf masing-masing fnarapidana. 

Selain fitu jika fmengacu pada fputusan fMahkamahf Konstitusi (MK) fNo 54/PUU-

XV/2017 menegaskanf jika remisif merupakanf hak hukum f (legal rights) f yang 

diberikan olehf negara fsepanjang ftelah memenuhi fsyarat-syarat tfertentu. Rfemisi 
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bukanlah hak yang tergolong fdalam kategori fhak asasimanusia f (human rights) fdan 

juga bukan merupakanf hak konstitusional f (constitutionalf rights) sehinggaf dilakukan 

fpembatasan terhadapnyaf sesuai dengan fperaturan fperundang-undangan. 

Terakhirf soal kelebihanf daya tampungf lembaga pemasyarakatanf 

(overcrowded) ternyata fMA terlalu fgegabah mengeneralisir fsituasi tanpa fbasis data 

fyang akurat. fMenurutf data Direktorat fJenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) 

fKementerian Hukumf dan HAMf (Kemenkumham) fmencatat, jumlah fpenghuni 

Lembaga fPemasyarakatan (lapas) fdenganf tindak pidana khusus fsebanyak 151.303 

forang per fAgustus 2021. f Dari jumlah itu, narapidanaf kasus narkobaf sebanyak 

(145.413 forang atau 96%), fterpidana korupsi sebanyakf (4.671f orang), fterorismef 

sebanyak (371 orang,) f Penebangan liar fsebanyak (349 orang), fperdagangan orang 

fsebanyak (325 forang) dan pencucianf uangf sebanyak (174f orang) f  (Katadata.co.id). 

fKondisi politik hukum fhari ini memang fsedang tidak fberpihak padaf penguatan 

pemberantasanf korupsi, sehinggaf seakurat apapun fdata danf argumentasif akan sulit 

dicerna fpara pemegangf kuasa. fKekuasaan eksekutif, f legislatiff dan yudikatiff 

sayangnya terkesan fseirama memutarf lagu lama fsoal korupsi fyang 

merajalela.  Sfoedjonof Dirdjosisworof mengatakanf fbahwa fungsi fhukum ada f3 tiga 

yaituf (Masriani, 2004: 13): 

a. Fungsif hukumi untuk fmentertibkanf dan fmengatur fmasyarakat, karena 

fsifat danf watak dari fhukumf itu fsendirif yang telah fimemberikan 

fpedoman maupun petunjuk fmengenai iperilakuf di masyarakat. fMelalui 

norma-normanyaf telah memperlihatkanf mana yangf baik maupunf yang 

iburuk.  

b. Fungsif hukumf untuk fmemberikan saranff sebagai bentukf dalam 

mewujudkan keadilanff sosial lahir fbatin. Sifat dan fwatak mengenai 

fhukumf salahf satunya adalah fdaya mengikatf untuk fisikff maupun 

psikologi.  

c. Fungsif hukumf untukf sarana penggerakf ipembangunan, salahf satunya 

karena hukum fmengikat dan fmemaksa. Untuk fmendorong masyarakatf 
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flebih maju lagi, ihukumf dapat dimanfaatkan fsebagai sarana dalamf 

melakukan ipenggerakanf pembangunan.  

Apabila fhal ini dilihat fdari perspektif fasasf ikeadilan. fSesungguhnyaf konsep 

keadilanf sangat sulit mencarif ftolak ukurnyaf karena adilf bagi fsatu pihak fbelum 

tentu dirasakanf oleh pihak lainnya. f Kata keadilanff berasalf dari kata adil, fyang 

berarti dapat diterima secaraf obyektiff (Ali, 2008: 82-83). fMenurut L.J fVanf Apeldoorn 

(2004: 11) mengatakanf bahwa, f”keadilanf tidak boleh fdipandang sama farti denganf 

persamarataan, keadilanf bukan berartif bahwa tiap-tiap forang memperolehf bagian 

yang fsama.” 

Keadilanf ftidakf bolehf fdipandang sama farti denganf persamarataan. fKeadilanf 

bukan berartif bahwa tiap-tiap forangf memperoleh ffbagian yang fsama. Jika fhukumf 

fsemata-mata menghendakif keadilanf, fjadi semata-mataf fmempunyaif tujuanfi 

memberi tiap-tiap forangf apa yangf patut diterimanya, f makaf iaf tak dapatf 

membentukf peraturan-peraturan fiumum. Tertib hukumf yang tak fmempunyaif 

peraturan umum, f bertulisf atau tidak fbertulisf adalah tidakf mungkin. Takf adanya 

peraturanf umum, berartfi ketidaktentuanf yang sungguh-sungguh, fmengenai apa 

yangf disebut fadil atau tidak adil. f Ketidaktentuanf itu akan menyebabkanf 

perselisihan. Jadi fhukum harus fmenentukan peraturan fumum, harus 

menyamaratakan. fKeadilanf melarang fmenyamaratakan; keadilan fmenuntut supaya 

tiap-tiapf perkara harus fditimbang tersendirif makin banyakf hukum memenuhi 

fsyarat, peraturanf yang tetap, yangf sebanyak mungkin fmeniadakan ketidakpastian, f 

jadi makin tepat dan ftajam peraturan fhukum itu, makin fterdesaklah keadilan. fItulah 

arti summum ius, summaf iniuria, keadilanf yang tertinggif adalah ketidakadilan fyang 

tertinggi (Apeldoorn, 2004: 11). 

 

KESIMPULAN 

fDapat disimpulkanf dari pendapat ahlif diatas bahwa adil fbelum tentu 

persamaan atau samaf rata, adil fadalah menerimaf apa yang menjadif haknya dan 

fmelakukan apa yang menjadif kewajibannya. Apabilaf dilihat dari fpenjatuhan remisif 

terhadap pelakuf tindak pidanaf umum dan khusus fmempunyai syaratf yang sama 
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penulisf rasa hal ituf tidak adil. Karenaf setiap tindak pidana fmempunyai kesalahan 

fyang berbeda-bedaf sehingga menimbulkanf kewajiban yang fberbeda-beda. fApabila 

persyaratan fpemberianf fremisid terhadap pelakuf tindak pidana fkorupsi sama 

fdenganf tindak pidanaff umumf, makaf korupsiff tidak flagif dianggap fsebagaif 

kejahatan luar fbiasa (extraordinaryf crime) fdan pengajuanff remisinyaf tidakf lagi 

wajib fmenjadi  fmembayarf uang fpengganti korupsif. fSehingga peraturanf tersebutf 

menimbulanf minimnya efek fjera fterhadapf pelaku tindakf fpidanaf fikorupsi. 
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